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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS

KEBUTUHAN PROVINSI DI WILAYAH REGIONAL I

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang a.

C.

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun
2O2O tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, diketahui bahwaPulau
Sumatera dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang

melimpah diarahkan untuk nenjadi pusat pertumbuhan
hulu-hilir berbasis SDA, sementara itu Pulau Jawa dan Bali,
sebagai penggerak utanta pertumbuhan Indones ia drar ahkan
untuk menrpertah ankan momentum pertumbuhan, dengan

tetap nrenrperhatikan kaidah-kaidah pembangunan

berkelanjutan;

bahwa dalam rungka melaksanakan amanat RPJMN 2O2O-

2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a) perlu
diselengga r akan komunikasi reguler dan koordinasi intensif
antara Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasiotral,

sebagar clearing house progranl dan proyek lintas sektor,

dengan Penterintah Daerah,, selaku pengelola wllayah,
drmana prcgram dan proyek lintas sektor tersebut

dilaksanakan;

bahwa dalam rangke mengantisipasi dinamlka pemban9unan

terkni dan memberikan solusi atas permasalahan yanS

ditemui dalam melaksanakan komunikasi dan koordinasi
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan data dan

infornusi yang memadai berdasarkan analisis terpadu
terhadap kebutuhan wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali,,

terutama dalam aspek sosial ekonomi wrlayah;

b

d.bahwa
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Mengingat

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huru| perlu dibentuk Tim
Koordinasi Strategis Analisis Kebutuhan Provinsi di Wilayah
Regional I;

c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam
Lamprcan Keputusan ini dianggap mampv dan memenuhi
persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagar
anggota Tim Koordinasi Strategis Analisis Kebutuhan Provinsi
diWllayah Regional I;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 71 Tahun ZOOG tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20OG Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
(Lembarun Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
2 39, T amb ahan lrmb ar an N egara Republik Indonesia Nomor
6570);

4. Peraturan Pemertntah Nomor 45 Tahun 2073 tentang Tata
C ar a P elaksanaan Anggar an dan B elanja Negara seb agaimana
telah diubah denganPeraturanPemerintah Nomor 50 Tahun
2018;

5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2075 tentang
Ke me nte r ia n P er enc anaan P emb angrtnan Na s io nal ;

6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2075 tentang Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah
drubah denganPeraturan Presiden Nomor 2OTahun 2076;

7 . Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2079 tentang Penataan
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia
Maju Periode Tahun 2019-2024;

8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2079 tentang
Organisasi Kementerian Negara;

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentangRencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2020-2024;

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nas i on al / K ep ala B adan P er enc anaan P emb angunan Nasional

Nomor...
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Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan)
P elapor an, P emantauan dan Evaluasi Kegratan dan Anggar an;

71. Peruturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional / K ep ala B adan P er enc an aan P emb angunan Nas ional
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
P er enc anaan P emb angunan Nasional I

MEMUTUSIGN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
STRATEGIS ANATISIS KEBUTUHAN PROVINSI DI WILAYAH
REGIONAL I.

Membentuk Tim Koordinasi Strategis Analisis Kebutuhan Provinsi
di Wllayah Regional I untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi
Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam Lampfu an Keputusan ini.

Tim Koordinasi Strategis terdiri atas P engar ah, P enangung J aw ab,
Tim Pelaks ana, dan T enaga Pendukung.

Pengarah bertugas membenkan arahan kebrjakan, mengawasi,
membimbrng, dan memantau kemajuan dan memberi saran
pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegratan.

P enanggung J aw ab bertugas memegang tanggung jaw ab terhadap
seluruh pelaksanaan kegratan koordinasi analisis kebutuhan
provinsi di Wilayah Regional I dan melaporkan hasil pelaksanaan
kegiatan kep ada P engar ah.

Tim Pelaksanabefiugas;

a. menyusull dan menetapkan jadwal pelaksanaan kegratan dan
rencana ker.1a Tim Koordinasi Strategis;

b. melakukan koordinasi lintas instansi dalam rangka
perencanaan pro1ram dan kegiatan koordinasi analisis
kebutuhan provinsi drWrlayah Regional I;

c. melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan wilayah
antar a provin s i dan p emer rntah pusat ( Ke me nte nan / I'r.mb aga)

dan pemerrntah daerah untuk rencana pembangunan pada

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja
P emerintah D aer ah (RKPD) ;

d. melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui
kesiapan dan progres implementasi program dan kegratan

koordinasi
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koordinasi analisis kebutuhan provinsi di Wilayah Regional I
tahun berjalan pada Kementerian/l,embaga dan Pemenntah
Daeruh;

e. melakukan survey dan penggalian data dalam rangka
mengoordinasikan analisis kebutuhan provinsi di Wllayah
Regional I;

f. menyusull dan menyampalkan laporan hasil pelaksanaan
kegratankepadaPengarahmelaluiPenanggungJawab.

T enaga Pendukung bertugas:

a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam
menyrapkanbahan dan mengorganisasi pertemuan dan rapat-
rapat yang dlbutuhkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan
Tim Pelaksana;dan

b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang drberrkan
oleh Tim Pelaksana.

Segala braya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas
Tim Koordinasi Strategis dlbebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun
Anggaran 2021.

: Keputusan ini berlraku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut
sejaktanggal 4 Januari 2027.

Ditetapkan drJakarta
padatanggal6 Mei 2021,

MENTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPATA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

RR. Rita Erawati



A. PENGARAH
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KEPUTUSAN MENTTRI PPN/
KEPATA BAPPENAS

NOMOR KEP. 4OIM.PPN/HK/O 5 / 2021,

TANGGAL 6 MEIZO?I

Direktur Regional l, Kementerian
PPN/Bappenas.

Ir. Rinella Tambunan, MPA, Kementerian
PPN/Bappenas.

1. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan
Informasi Pembangunan Daerah,
Kementeria n D alam Negeri;

2. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur
Wilayah Nasional, Kementerian Pekerjaan
Umum dan P erumahan Ral<y at;

3. Kepala Biro Perencanaan dan Kefiasama,
Kementerian Agraria dan Tata
RuanglBPN;

4. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian
Desa, Pembangrnan Daerah Tertrnggal,
dan Transmigrasi;

5. Andri N.R. Mardiah, ST, M.Bus, Ph.D,

Kementerian PPN/Bappenas;

6. Fidelia Silvana, SP, M.Int.Econ.F,
Kementerian PPN/Bappenas;

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINAST STRATEGIS ANALISIS

KEBUTUHAN PROVTNSI DI WILAYAH REGIONAL T

Menteri PPN/Kepal a Bappenas.

D eputi Bidang P engemb angan Regional.

7. Dr.rer.nat,Jayadr
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D. TENAGA PENDUKUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,
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7. Dr.rer.nat, Jayadi, S.Si., MSE., MA,
Kementerian PPN/ Bap penas;

8. Ir. Nana Apriyana, MT, Kementerian
PPN/Bappenas;

9. Bimo Fachrrzal Arvianto, S.Si, MIT,
Kementerian PPN/ Bap penas;

10. Ir. Ester Fitrinrka Herawati Wahyuningsih,
MT, Kemen terian PPN/Bappenas;

11. Agung Mahesa Himawan Dorodjatoen, ST,

M.Sc., Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;

72. Hernydawaty, SE, ME, Kementerian
PPN/Bappenas;

73. Tadna lqhma, ST, Kementerian
PPN/Bappenas.

1. Rani Murweng Prawesti, ST, Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Hablbah Nurohmah, ST, Kementerian
PPN/Bappenas;

3. Sylvia Krisnawati, Kementertan
PPN/Bappenas;

4. Cecep Saryanto, Kementerian
PPN/Bappenas;

5. Ujang Supriatna, Kementerian
PPN/Bappenas.
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